
 

BPK Semprit Regulasi Santunan Kematian 

 

Regulasi penggunaan anggaran ratusan juta oleh Pemko Padang dalam program pemberian 

santunan kematian dianggap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak tepat. Sebab itu, BPK meminta 

Wali Kota Padang merevisi Peraturan Wali Kota (Perwako) yang menjadi landasan dalam 

menjalankan program. 

Kepala Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi Sumbar, 

Rita Rianti, mengakui kalau BPK merekomendasikan agar Perwako yang menjadi landasan 

pemberian santunan kematian direvisi.“Persoalannya hanya Perwako. Dalam membuatnya, pihak 

terkait tidak memperhatikan aturan yang ada di atasnya. Sesuai dengan hirarki perundang-undangan, 

setiap peraturan yang dibuat, mesti sesuai dengan aturan yang ada di atasnya, tidak boleh berlawanan. 

Sebab itu direkomendasikan untuk direvisi. Pemberian atau penggunaannya tidak bermasalah,” 

ungkap Rita. 

Terkait adanya informasi yang menyebut kalau Pemko Padang mesti mengembalikan 

anggaran santunan kematian ke kas daerah karena melanggar hukum, dibantah oleh Rita. BPK tak 

pernah memberikan rekomendasi agar Pemko Padang melakukan pengembalian anggaran.“Saya 

tegaskan, rekomendasinya hanya merevisi Perwako, bukan untuk mengembalikan anggaran yang 

sudah terpakai. Tidak ada rekomendasi BPK untuk mengembalikan,” tegas Rita lagi. 

Hal itu dibenarkan Kepala Bagian Kesra Kota Padang, Jamilus. Disebutkan Jamilus, tidak ada 

rekomendasi BPK yang menyuruh untuk mengganti santunan kematian yang sebelumnya sudah 

direalisasikan kepada masyarakat.“BPK hanya menyampaikan kepada kita untuk memperbaiki 

regulasinya agar yang menerima itu hanya masyarakat yang miskin. Semenjak itu, regulasi tersebut 

kami terapkan. Jadi, tidak ada kewajiban mengganti dana yang sudah direalisasikan,” katanya. 

Dituturkan Jamilus, Pemko Padang sudah merevisi Perwako Nomor 12 tahun 2015 yang 

menjadi landasan dalam menjalankan program.“Jadi yang diubah itu aturannya, program tetap jalan 

sesuai aturan yang telah dianjurkan BPK RI. Tahun ini, sudah ada 83 warga miskin yang 

mendapatkan santunan kematian,” tuturnya. 

Saat ini, penyaluran santunan hanya untuk warga miskin, yang ditandai dengan kartu 

Jamkesmas atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Apabila memang memenuhi syarat, tidak perlu waktu 

lama untuk proses pencairan.“Syaratnya, memiliki KTP Padang, kartu keluarga, surat keterangan 

miskin, kartu Jamkesmas/Jamkesda/Kartu Indonesia Sehat (KIS), kartu ahli waris dan sejenisnya, 

serta surat keterangan kematian dari kelurahan setempat,” ujarnya. 

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan 

negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan 

informasi dari aspek hukum 



Dianggap menyimpang 

Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra menganggap program santunan kematian 

yang diambil dari belanja bantuan sosial tidak tepat sasaran.“Saya telah berkoordinasi dengan 

lembaga-lembaga hukum, dan program santunan kematian ini jelas menyimpang,” kata Wahyu 

Iramana Putra beberapa waktu yang lalu. 

Menurutnya, kebijakan Pemko Padang sebaiknya melewati jalur asuransi yang lebih aman, 

dan tidak harus bermain dengan aturan.“Jika pos anggaran dari hibah langsung, maka harus by name, 

by address dan tidak bisa ditebak-tebak. Kalau bisa main aman, lewat jalur asuransi,” papar 

Wahyu. (h/ade/mg-mal) 

 

Sumber Berita : 

Haluan, 20 September 2018 

 

Catatan Berita : 

 Kota Padang mengatur Santunan Kematian dengan Peraturan Walikota Padang No. 25 Tahun 

2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Walikota Padang No. 12 Tahun 

2015 tentang Santunan Kematian. 

 Santunan Kematian berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Walikota Padang No. 25 Tahun 2014 

adalah santunan dari pemerintah daerah kepada penduduk Kota Padang yang memiliki KTP dan 

atau Kartu Keluarga (KK) Kota Padang dan meninggal dunia di Kota Padang. 

 Penduduk yang diberikan santunan kematian adalah penduduk kota Padang yang memenuhi 

persyaratan : 

a. Masyarakat miskin yang terdaftar dalam pendataan Program Perlindungan Sosial 2011, 

Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jaminan Kesehatan Daerah; 

b. meninggal dunia di Kota Padang; 

c. memiliki KK dan atau KTP Kota Padang; 

d. melaporkan kematian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; 

e. memiliki Surat Keterangan Kematian dari dokter, rumah sakit atau pejabat yang berwenang; 

f. memiliki Surat Keterangan Kematian dari lurah setempat. 

 Untuk memperoleh santunan kematian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Surat Permohonan Ahli waris; 

b. KK dan atau KTP yang meninggal; 

c. KK dan KTP keluarga/ahli waris; 

d. Surat Keterangan kematian dari Lurah; dan 

e. Surat keterangan miskin/tidak mampu dari lurah. 

 



 Pengecualian pemberian santunan kematian adalah apabila penduduk yang meninggal dunia 

disebabkan : 

a. Bunuh diri; 

b. Hukuman mati atas keputusan pengadilan; 

c. Terlibat dalam perkelahian dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri; 

d. Melakukan tindak kejahatan; 

e. Akibat penggunaan psikotropika, narkoba dan minuman keras; 

f. Huru-hara, demonstrasi dan pemogokan (mogok makan);atau 

g. Kebut-kebutan dijalan atau dalam even olahraga yang tidak resmi. 

 


